
BUPATI BATAIYG HART
PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NON{OR 3 TAHUN 2OO7

TENTANG

PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWASAN DAERAH

Menin-rbang

KABUPATEN BATANG HARI
BUPATI BATANG HARI.

bahrva dengan ditetapkannya Peraturan Pernerintah Nomor 79

Tahun 2005 tentang Pedontan Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka perlu
diterbitkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Badan

Pengaw'asan Daerah Kabupaten Batang Hari.

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lernbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1956

Nomor 25) sebagaimarra diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pemberrtukan Daerah

Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
RepLrblik Indonesia Tahurr 1999 Nomor 75, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indoinesia Nolnor 3851);
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J.

A+-

Undang-Undang Nomor 3l Talrun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indoinesia
Nornor 3874);

Undang-Undang Nomor ll Tahun 2003 tentang
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lenrbaran
Negara Republik Indoinesia Nomor 4286):

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambalran Lernbararr
Negara Republik Indoinesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nor.nor l0 T'ahun 20A4 tentang
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53.
Tambal-ran Lembaran Negara Republik Indoiuesia
Nomor 4389);

Urrdang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturarr Pemerintalt
Pengganti Undang-Undang Nomor i Tahun 2005
tentang PeruLrahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daeralr (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 38.
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor
4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548) :

6.

7.
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8. Undang-Urrdang Nornor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan
Penrerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoinesia Nomor aa38);

9. Peraturan Perlerintah Norror 25 Tahun 2000 tentang
Kervenarrgan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Lenrbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nonror 54. Tarnbahan Lembaran
Nesara Republik lndonesia Nornor j9j2):

i0. Peraturan Pemerintalr Nonror 8 Tahun 2003 tentane
Pedonran Organisasi Perangkat Daerah (Lembararr
Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nornor 14.
l-arnbahan [-enrbaran Negara Republik lndonesia Nonror
4261) :

I 1. Peraturan Pemerintalr Nonor 100 Tahun 2000 tentang
Pengarrckatan Pegarvai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia l-ahun
2000 Nornor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 401 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Penrerintah Nomor 13 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4194):

1?. Peraturan Pemerintah Nonror 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikarr dan Pelatihan Jabaran Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara RepLrblik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 40 i9)

li. Peraturan Penrerirrlah Nornor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lerrbaran Negara Republik Indouesia Nomor 4578) ;
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Menetapkan :

14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 73);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l3 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lernbaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006
Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 15
Talrun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengawasan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor l5).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TBNTANG
PEMBERDAYAAN BADAN PBNGAWASAN
DAERAH KABUPATEN BATANG HARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Daeralr irri yang dimaksud dengan :

l. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Repubrik
Indonesia sebagaimana dimaksud daram Undang-undang basar N.guru
Republik Indonesia Tahun 1945.

2- Pemerintahan Daerah adalah penyerenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DpRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan-prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
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4. l'emenntah L)aeralr adalalr pemerrntah Kabupaten Batang Harr yang terdiri
dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai urlsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Batang Hari.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.

Tugas Pembantuan adalalr Penugasan dari Pernerirrtah kepada Daerah
dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau
desa serta dari Pernerintali Kabupaten/Kota kepada Desa untuk
melaksanakan tuqas tertentu.

8. Dana Deko'sentrasi adalah dana yang berasal dari ApBN yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai rvakil pernerirrtah yang nrencakup
selnua penerirnaan dan pengeluaran dalarn rarrgka pelaksanaan
Dekonsetttrasi. tidak terrnasLrk dana vang dialokasikan untuk instansi
vertikal pusat di daerah.

9, Dana Tugas Pembarrruan adalah dana vang berasal dari ApBN yang
dilaksanakan oleh daerah )'ang rnencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantualt.

10. Pinjaman Daerah adalalr semua transaksi vang mengakibatkan daeralr
lrenerima sejumlah uang atau rnenerirna manlaat vang bernilai uang dan
pihak lain sehingga daeralr tersebut dibebani kewaiiban untuk membavar
kembali.

11. Hibah adalalr penerimaan daerah vang berasal dari pernerintah Negara
Asing Badanilerlbasa Dalant rre-qeri atau Perseorangan, baik dalarl bentuk
devisa. rupiah rnaupun barang danlatau jasa. ternrasLrk tenaga ahli clarr
pelatihan y,arre tidak perlu dibavar kernbali.

12. Pernbinaan atas penvelenegaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang
dilakukan oleh pemerintah. Gubernur dan/atau bupati selaku wakil
Pcmerintah di Daerah untuk nrervujudkar tercapainya tujuan
penyelenggaraan otonorni daerah.

13. Pengarvasan atas Penyelenggaraan pernerintah Daerah adalah proses
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah Daerah berjalan
secara efisien dan efektif sesuai detrgan rencalta clan ketentualt peraturan
perundang-Lrndangan.

i'crutttrclt Bupaf i Ilcrtang llctri
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14. Pengawasan Fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh
Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan
pengawasan melalui pemeriksaan, penguj ian, pengusutan dan penilaian.

15. Pengujian adalalr salah satu kegiatan pengawasan fungsional yang
dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu jumlah, dokumen dan/atau
barang dengan kriteria yang tetapkan.

16. Pengusutan adalah salalr satu kegiatan pengawasan fungsional untuk
mencari balran-bahan. bukti adanya dugaan terjadinya tindak pidana.

I 7. Penilaian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk
menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintaharr darr
pe I aksanaan peln ban-9unan.

18. Perneriksaan Terpadu adalah kegiatan perneriksaan yang dilakukan oleh
Lernbaga/Badan/Unit pengawasan secara bersama-sama.

19. Inspektur Provirrsi adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi
Janrbi.

20. Inspektorat Provinsi adalah Badan Pengawasan Daerah ProvinsiJarnbi.

2l . Inspektur Kabupaten adalah Kepala Badan Pengawasarr Daerah Kabupaten
Batang Hari.

22. Inspektorat Kabupaterr adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten
Batang Hari.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

ATAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Pasal2

Iuspektorat Kabupaten menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan urusan
pemrintahan di Daerah yang meliputi :

a. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten; dan

b. pelaksanaan urusan pemerintahan Desa.
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Pasal 3

Pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah yang bersifat wajib:

b. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah yang bersifat pilih : dan

c. pelaksanaan urusan penrerintahan menurut dekonsentrasi dan tugas

pentbatrtuan.

, 
nasal 4

' 
Pengawasan pelaksanaan Lrrusar.l pernerintahan di Daerah meliputi :

a. pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerirrtahan di Daerah Kabupaten dan

pemerintahan L)esa: dan

b. pelaksanaan Llmsan pemerintalran di Daerah Kabupaten dan penrerintalran

Desa' 
Pasar 5

(l) Peneau,asan terhadap urusan pemeritttahan di Daeralr dilaksanakan oleh

r\parat Pengarvas lntern Pemerintah sesuai dettgan tungsi dan

ken enangannva.

i2) Aparat Pengarvas Intern Perr-rerintah Daerah untuk Kabupaten adalall

Inspektorat Kabupaten.

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) dilakukan
oleh pejabat pengawasan Pemerintahan Daerah.

(-1) Pejabat pengawasan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangart

1'attu berlaku.

(5) Tata cara darr pers)'aratan pengangkatarr, pemindahan, pemberhentian dan

peningkatan kapasitas pejabat pengawasan Pemerintahan Daeralt

berpedornatr kepada peratLlran perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

, t l) Agar dapat rnelaksanakan tugasnya dengan efektif, Inspektorat Kabupaten

' perlu diisi oleh pejabat-pejabat yang jujur, bersih dari permasalahan,

inovatif. konstruktif dan mempunyai kemampuan yang lebih sehingga

rnanlpu melaksanakan tugas sebagai pengawas.
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(l)

(2)

(2) Pemilihan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Hari berkoordinasi dengan
Inspektur Kabupaten dan diputuskan dalam rapat Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Batang Hari.

(3) Pengisian pejabat-pejabat pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipilih melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(BAPERJAKAT) Kabupaten Batang Haridan ditetapkan oleh Bupari.

{4) Calon Kepala Inspektorat Kabupaten diusulkan oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten Batang Hari kepada Bupati setelah berkoordinasi dengan Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).

(5) Peningkatan sember daya manusia pejabat pengawas rnelalui pendidikan
dan latihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 7

Inspektur Kabupaten dalam melaksanakan tugas pengawasan bertanggung
jawab kepada Bupati.

Inspektur Kabupaten dalam melaksanakan tugas selain tugas pengawasan
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal8

Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap :

a. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten; dan

c. pelaksanaan urusan pemerintahan Desa.

Pasal9

Bupati sebagai Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas pembantuan dan pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri.

Pasal 10

Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan
kewenangannya melalui :
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a. pemeriksaan dalam rangka berakhimya masa jabatan Kepala Desa;

b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;

c. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari uniVsatuan
kerja;

d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya

I penyimpangan korupsi, kolusi, dan nepotisme;

t e. penilaian dan manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program

' dan kegiatanl dan

f . monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan
Pemerintahan Desa.

Pasal I I

Inspektorat Kabupaten menyampaikan masukan tentang kebijakan pengawasan
Pemerintah Daerah di wilayahnya selarnbat-lambatnya pada Bulan Agustus
setiap tahun kepada Inspektur Provinsi.

Pasal 12

Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dikoordinasikan oleh lnspektorat Kabupaten.

Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan tingkat Kabupaten dalam
Rapat Koordinasi sedikitnya satu kali dalam setahun.

Pasal 13

Rencana Pengawasan Tahunan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (l) ditetapkan oleh Bupati
berpedoman kepada rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri / Inspektorat Provinsi.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah rvajib
berpedoman kepada rencana Pengawasan Tahunan atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Peraturan Bupati Batang Hari
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(2)

(3)

Inspektorat Provinsi untuk rnenjalankan rencana pengawasannya di

Kalupaten wajib berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten dan dapat

didampingi oleh aparat Inspektorat Kabupaten.

Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus

berkoordinasi kepada lnspektorat Kabupaten 2 (dua) bulan sebelurn

dilaksanakan perubahan dengan melampirkan alasan / argumentasinya.

Pasal l5

Peraturan Bupati Batang Harr

( I ) Pimpinan Satuan Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah datt

Pemerintahan Desa u,ajib nrelaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan'

{2) Inspektorat Kabupaten melakukan pemantauan atas pelaksanaatt tindak

larrjut hasil p"n.,.,:ikrru,r Badan Pengawas Keuangatt, lnspektorat Jenderal

Depa,temen Dalam Negeri dan Aparat Pengarvasan lainnya di lirrgkungan

Kabupaten Batang Hari.

{3) S*mher dana pemaltauan tindak larljut hasil penreriksaatl bersuntber dari

,\PBD Kabupaten Batang Hari.

(4) Kepada Pirnpinan Satuan Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
' ' 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) -vang lalai dalam pelaksatraan tindak

lanjut lrasil pengawasan, akan diberikan sauksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-uldangan yang berlaku dan dapat dijadikan salah satu

dasar p"niluiun kepempinan (DP3), serta balran perirnbangatr dalanl

promosijabatan.

(5) Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak laniut hasil

pengawasan Pemerintahan Daerah.

Pasal 16

(t) Wakil Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan pemutakhirau data tindak

lanjut hasii pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintaharr Daerah.

1i)



(t)

(2)

(J.t

(1)

(s)

I

).

(2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan sebagailnana

dimaksud pada ayat ( I ) dapat dilaksanakan sekurang-kurarlgnya 2 (dua) kali
dalam setalrun.

Pasal 17

Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daeralr berpedontatt pada

ltorma :

a. objektif. professiorral . independent dan tidak tnerrcari-cari kesalahan :

b. terus menerus untuk uretlperoleh hasil yartg berkesinatnbungarr:

c. efektif untuk rnenjamin adanl'a tindakan koreksi 
"'ang 

cepat dan tepat:

d rnendidik datt dittatnis

I]AB III
PENGANGGARAN DAN SARANA PENGAWASAN

Pasal 18

Dalarn rnelaksanakal.l tugas dan lungsinva. Inspektorat Kabupaten diberikarr
dana operasional yang cukup sehingga tidak rnernbebani lenttra-ealaparat

yang diperiksa.

Dana operasional sebagaimana dimaksud pada avat (l) dapat disediakan
ser.vaktu pejabat pengawasalt tidak kelLrar kantor nraupurt men-ialankatt

tugas pengawasan di luar kautor.

Uang transporl lokal yang bersilat tetap dan naug nrakan diberikart kepada

pejabat pengawasan yang tidak ditugaskan keluar kantor.

Uang transporl keluar provinsi, uang makan dan uang penginapan. transporl
lokal sefta uang taktis diberikan kepada pe.jabat penga\\'asan yang
melaksanakan tugas pemeriksaan ke luar kota.

Pejabat lnspektorat Kabupaten disediakan dana untuk pendidikan dan
pelatihan vang cukup sehingea kernampuannva lelative lebih tinggi dari
aparat vang diperiksa.
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(l)

(2)

(3)

(1)

(2)

\o, rejaoar pengawasan yang melaKsanaKan lugas pemerlKsaan ol lDuKota

Kabupaten Batang Hari diberikan biaya perjalanan dinas dalam bentuk
paket yang besarannya ditentukan oleh Inspektur Kabupaten.

Pasal l9
Inspektur Kabupaten diberikan sarana yang memadai sehingga mampLr

n-relaksanakan tugasnya dengan baik.

Sarana sebagaimarra dimaksud pada ayat (1) antara lairt berupa kendaraar-t

roda 4 (errpat) tnaupun roda 2 (dua) bagi pejabat pengawasan kabupaten.

Untuk melaksanakan pengawasan secara teliti, pejabat Inspektorat

Kabupalen dibekali dengan peralatan-peralatan kerja yang canggih darr

cukup sehingga mampu memberikan kessimpulan secara tepat dan akurat.

Pasal 20

Inspektur Kabupaten diangkat oleh Bupati dari Pejabat Kabupaten yang

sebclumnya telah menduduki eselon yang sama setelah berkoordinasi

dengan Inspektur Provinsi sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan

i.:i: ik.

Inspektorat Kabupaten diisi oleh pejabat-pejabat yang jujLrr. bersih dari
permasalalran. inovatif dan kontruktif sehingga mampu melaksanakan tugas

sehagai pengawas.

BAB IV
KETBNTUAN PERALITIAN

Pasal 21
( l) Memberlakukan sebutan lnspektur Kabupaten untuk Kepala Badarr

Pengawasarr Daerah (KABAWASDA) Kabupaten dan rnemberikan

sebutan Inspektur Bidang pada Kepala Bidang dilingkungan Badarr

Pengawasan Daerah Kabupaten.
(2) Memberlakukan sebutan Inspektorat Kabupaten Batang Hari untuk

Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Batang Hari.
r.-i) Peraturan Bupati ini mendahului sebelum ditetapkan Peraturan

Daerah Kabupaten Batang Hari tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten Batang Hari.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengatalruinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian

pada tanggal 29 Januari 2007

BUPATI BATANG HARI.

dto

SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di Muara Bulian

pada tanggal 29 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI.

dto

SALIM JUFRI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHLIN 2OO7 NOMOR 3
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